BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS

DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat secara optimal, telah diterapkan Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas di Kabupaten

Pasaman Barat;

. bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT

Puskesmas perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan

pelayanan di Puskesmas;

. bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan

Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan,
hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain,
dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan

fleksibilitas sebagian atau seluruhnya;

. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Layanan Umum Daerah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat

di Kabupaten Pasaman Barat;



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014
tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
(e-katalog);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DIl KABUPATEN
PASAMAN BARAT.



BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

I SN

10.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.
Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Unit Pelaksana Teknis Kesechatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT
Puskesmas adalah unit kerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasaman Barat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa Penyediaan Barang dan/atau Jasa yang
dijjual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung
Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin,
pejabat keuangan dan pejabat tekhnis yang sebutannya disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
Pimpinan BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja yang bertanggung jawab dalam penerapan pelaksanaan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa dan bertugas melaksanakan pengadaan langsung.
Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak
200 juta. Jasa konsultansi 100 juta dan E-purchasing paling banyak
200 juta

Panitia Pengadaaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan keanggotaannya terdiri dari
personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang Kkegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah fikir.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang
berlaku umum.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan /atau
jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang dan /atau jasa yang selanjutnya
disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan /atau jasa
yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.



21.

22.

23.

24.

25.

(1)

(2)

(1)

(3)

(1}

E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar,
Jenis, spesifikasi tekhnis dan harga barang tertentu dari berbagai
penyedia barang/jasa pemerintah.
E-Purchasing Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang /atau jasa melalui sistem
katalok elektronik.
Titip barang adalah menjual suatu/banyak barang dengan cara
penyedia barang menitipkan barang tersebut pada BLUD dengan harga
dan syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan suatu
perjanjian.
Sistem pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE
adalah aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk
digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia.
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia
barang/pekerjaan kontribusi/jasa lainnya.

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
BLUD dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari
penerimaan BLUD sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kerja.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
ketersediaan barang dan/atau jasa lebih bermutu, lebih murah dengan
proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan di BLUD.

Pasal 3
Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadaan barang /jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif,
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek
bisnis yang sehat.
Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan teknis pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas
Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4
UPT Puskesmas dengan status BLUD diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku

umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.



(2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektivitas
dan/atau efesiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap
pengadaan barang dan /atau jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan / atau
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah

terikat dapat dilakukan dengan cara :

a. mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; dan

b. mengikuti ketentuan pengadaan barang dan /atau jasa yang berlaku
bagi BLUD Puskesmas sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB II
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 6
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas meliputi:

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan /atau
d. jasa lainnya.

(2} Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

(3) Pejabat pengadaan atau panitia pengadaan terdiri dari personil yang
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

(4} Metode pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode :

a. pengadaan langsung;

b. e purchasing;

¢. penunjukan langsung; dan
d. tender.

(5) Dalam perencanaan pengadaan barang dan / atau jasa, hasilnya dimuat
dalam RUP.



(6) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah dilakukan
penetapan alokasi anggaran belanja.

(7) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rancana Umum Pengadaan (SIRUP).

(8) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/Pemerintah
Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat/surat kabar
dan/media lainnya.

(9) Pengumuman RUP  dilakukan kembali dalam hal terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB III
ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA BLUD
Pasal 7

(1) Organisasi pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas terdiri

atas :

a. Pemimpin BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Pejabat Pembuat Komitmen;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

d. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan /atau Jasa; dan
e. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

(3) Dalam keadaan dimana BLUD UPT Puskesmas belum memungkinkan
untuk dibentuknya Organisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengadaan
barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Organisasi

Pengadaan Barang dan /atau Jasa Dinas Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BLUD UPT PUSKESMAS
Pasal 8
(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT
Puskesmas dilakukan secara :
a. manual; dan

b. elektronik.



(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu metode pengadaan
barang/pelayanan kontruksi/jasa lainnya untuk mendapatkan penyedia
barang/pelayanan kontruksi/ jasa lainnya dengan belanja secara
langsung.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengadaan secara
elektronik atau disebut juga E-Purchasing, yaitu tata cara pembelian
barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

(4) Pengadaan barang/pelayanan kontruksi/jasa lainnya melalui sistem

katalog elektronik dengan menggunakan SPSE.

BAB V
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING)
Pasal 9

(1) Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang
menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah;

(2) E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Purchasing pada SPSE
yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Pemerintah;

(3} Pelaksanaan E-Purchasing mengacu kepada:

a. prosedur E-Purchasing ;
b. syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi E-Purchasing; dan
¢. panduan pengguna aplikasi E-Purchasing (user guide).

(4) Pengaturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;

(3) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa
kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP);

(6) BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE;

(7) Dalam hal BLUD belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana
ayat (1) sampai dengan ayat (6), pelaksanaan Pengadaan Barang dan/
atau Jasa pada BLUD berpedoman pada kepada peraturan perundang-
undangan dibidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah;



BAB VI
JENIS DAN JENJANG NILAI PENGADAAN
Pasal 10

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas dilakukan
berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. Metode Tender, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas
Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah); dan

b. Metode Pengadaan Langsung, yang nilainya sampai dengan Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Metode Tender sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) huruf a
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dilaksanakan berdasarkan bukti perjanjian dalam bentuk sebagai
berikut :

a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilainya sampai dengan
Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti
pembayaran berupa kuitansi;

b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilainya sampai dengan
Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan tanda bukti
pembayaran Surat Perintah Kerja (SPK} dan kuitansi.

BAB VII
PENGADAAN OBAT DAN BARANG HABIS PAKAI
Pasal 11
(1) Pengadaan Obat dan Barang Habis Pakai (BMHP) dilakukan oleh :

a. pejabat pegadaan/Panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan
pengadaan langsung di luar E-Catalogue dengan jenjang nilai Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

b. pejabat pengadaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan
secara E-Catalogue dengan jenjang nilai sampai Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

(2) Pengadaan obat dan BMHP yang tersedia dalam E-Catalogue dilakukan
secara E-Purchasing.



(3) Dalam hal sebagaimana dilmaksud pada ayat (2) mengalami kendala
operasional dalam aplikasi (offline) pembelian dilakukan secara manual
dengan harga E-Catalogue.

(4) Dalam hal kebutuhan obat dan BMHP tidak terdapat pada E-Catalogue,
maka proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung melalui
penyedia resmi dengan pengikatan harga dan volume untuk jangka
waktu tertentu.

(5) Apabila kebutuhan obat dan BMHP sangat mendesak, dapat dilakukan
pengadaan secara manual dengan harga E-Catalogue.

Pasal 12

(1) Ketentuan terkait dengan pembelian obat dan BMHP diluar elektronik
katalog harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Adanya daftar kebutuhan obat dari Dokter Puskesmas disertai
dengan alasan pembelian dan penggunaan obat, ditandatangani oleh
Dokter Puskesmas, Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Kepala
Dinas Kesehatan; dan

b. Adanya Surat Keterangan dari Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)
yang menyatakan adanya kekosongan obat di Gudang Farmasi
Kabupaten;

(2) Ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b
berlaku bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes Tk I
pembelian obat ke Apotik di luar ketentuan formalium Nasional.

(3) Apoteker yang ada di Puskesmas menjadi penanggung jawab pemesanan
obat dan BMHP sesuai kebutuhan Puskesmas.

(4) Bagi Puskesmas yang belum mempunyai apoteker penanggung jawab
pemesanan obat dan BMHP di Puskesmas sebagaimana disebutkan pada
ayat (3), tidak diperbolehkan memesan obat pada PBF yang
mempersyaratkan kelengkapan administrasi apoteker.

BAB VIII
TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA
BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 13
Tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa melalui metode
pengadaan langsung secara elektronik adalah sebagai berikut:
a. persiapan pengadaan barang dan /atau jasa;
b. persiapan pemilihan penyedia;

c. pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan langsung;



d. pelaksanaan kontrak; dan

e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 14

Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a

dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. PPK melakukan identifikasi barang dan /atau jasa untuk menentukan
pengadaan langsung secara transaksional atau non transaksional;

b. untuk pengadaan langsung secara transaksional, PPK menetapkan
spesifikasi teknis untuk jenis pekerjaan barang dan/atau jasa
lainnya/konstruksi atau menetapkan kerangka acuan kerja untuk jenis
pekerjaan jasa konsultansi;

C. penetapan HPS, dikecualikan untuk pengadaan barang dan /atau jasa
dengan pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) serta pengadaan barang dan /atau jasa melalui E-Purchasing;

d. penetapan rancangan kontrak;

€. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan,
sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga (apabila diperlukan).

Pasal 15
(1) Persiapan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. PPK membuat paket pekerjaan untuk pengadaan langsung secara
transaksional pada aplikasi SPSE;

b. PPK membuat paket pencatatan non tender untuk pengadaan
langsung non transaksional pada aplikasi SPSE;

c. Pejabat Pengadaan melakukan reviue dokumen persiapan pengadaan
yang disusun oleh PPK (HPS, spesifikasi, dan rancangan kontrak)
secara offline;

d. Pejabat Pengadaan menetapkan jadwal pengadaan dan dokumen
pemilihan untuk pengadaan langsung secara transaksional.

(2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
diunggah pada aplikasi SPSE.

Pasal 16

Pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan langsung sebagaimana

dimaksud dalam pasal 15, terdiri dari :

a. Pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung untuk barang dan /atau
jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:



1. Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang dan /atau jasa
lainnya ke penyedia;

2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang dan /atau jasa
lainnya;

3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi
kepada PPK;

4. PPK melakukan pencatatan elektronik melalui SPSE dengan
mengunggah bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi; dan/atau

5. PPK melakukan pembayaran.

b. Tahapan pengadaaan langsung melalui permintaan penawaran yang
disertai dengan Kklarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada
pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK,
sebagai berikut :

1. PPK membuat paket dengan mengisi rincian HPS, mengisi
. KAK/spesifikasi teknis/gambar, dan mengunggah rancangan
kontrak, mengumumkan paket pengadaan langsung;
2. Pejabat Pengadaan :
a. memilih pelaku usaha melalui SPSE;
b. membuat adendum dokumen pengadaan (apabila ada);
c. melakukan pembukaan dokumen penawaran;
d. melakukan evaluasi penawaran;
e. melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi;
f. menetapkan calon penyedia;

g. mencetak berita acara.
. Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan fungsi pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 huruf b angka 2, pejabat pengadaan mencari informasi
terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui
media elektronik dan/atau non-elektronik.

(2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia,
pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit
dari 2 (dua} sumber informasi yang berbeda.

Pasal 18

(1) Sebelum melaksanakan kontrak, PPK menetapkan surat penunjukan

penyedia barang dan /atau jasa (SPPBJ) pada aplikasi SPSE.



»

(2) PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK) secara elektronik pada aplikasi
SPSE.

(3) PPK mengunggah bukti kontrak (SPK, bukti pembelian/nota, kuitansi)
pada aplikasi SPSE .

Pasal 19
(1) Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 huruf e, terdiri dari :
a. untuk pengadaan langsung non transaksional, PjPHP melaksanakan
pemeriksaan administrasi pengadaan langsung;
b. untuk pengadaan langsung transaksional, serah terima pekerjaan
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;

2. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan
Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;

3. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima dan diunggah pada apliksai SPSE;

4. Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil
pekerjaan kepada PA/KPA;

5. PA/KPA meminta PjPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang
diserahterimakan.

(2) Hasil pemeriksaan administratif yang dilaksanakan oleh PjPHP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, dituangkan

dalam berita acara.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 20
(1) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kesehatan mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir
tahun anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data
mengenai jenis, jumlah, tipe/spesifikasi, sumber dana dan harga

perolehan.



(3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan /atau verifikasi atas laporan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan /atau jasa
di BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh pimpinan BLUD dan Dinas
Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal { (Mar¢- 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,

oy H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 1! [acgk 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

2

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR



